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_BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR2Z TAHUN 2000

TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

a.

BUPATI BATANG HARI,

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik, maka perlu dilakukan perubahan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kkepada Partai Politik ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik.
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Mengingat

]

tad
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Undang-Unrdang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomwor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat I Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partar Polnik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20602 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310 3 ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Swsunan dan Kedudukan Majelis Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389):

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sgaimana  telah  diubah  dengan Peraturan

\¥u

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
fahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493) vyang telah ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) :

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4513);

I'1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Menetapkan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan
Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2006;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15

Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2005 Nomor 15) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2006 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR
2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN,
PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten
Batang Hari disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten
Batang Hari kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya
paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
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(2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jambi dan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

2. Lampiran Il diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Maret 2007
BUPATI BATANG HARL.

dto
SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto
SALIM JUFRI
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2007 NOMOR 9
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LAMPIRAN i11: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR ;9 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 Maret 2007

KOP SURAT PARTAI POLITIK
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN ...........

Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audittgl ... Bin...... Thn ...

Muara Bulian, ...
Kepada
Yth. BUPATI BATANG HARI
di -
Muara Bulian
rsama i disampatkan laporan pengaunaan bantuan keuangan partai politik scbagat berikut :

NG JENIS PENGELUARAN JUMLAH UANG KETERANGAN

2 3 4

| i m
2 lembur
3 inistrasi umum
4 nan daya dam jasa
)
6
-
8
9
16
11
famiat
|

BENDAHARA, KETUA,

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan
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